
BUPATIBALANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BALANGAN 
NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMANFAATAN DANA KAPITASI 
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA 

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 
MILIK PEMERINTAH DAERAH 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BALANGAN, 

a . bahwa dalam rangka meningkatkatkan kualitas 
pelayanan kesehatan dalam sistem Jamman 
kesehatan Nasional pada fasilitas pelayanan 
kesehatan milik Pemerintah Daerah; 

b . bahwa dana dalam penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Nasional yang diterima fasilitas 
kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah 
Daerah, perlu diatur pemanfaatannya agar sesuai 
dengan kebutuhan fasilitas pemberi pelayanan 
kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah; 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan 
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan 
Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

4 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5256); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah. 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 
2016 ten tang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah; 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN 
DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 

2. Pemerinta h Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. 

3 . Bupati dalah Bupati Balangan. 

4 . Dinas Kes eh atan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. 

5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP 
adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya. 

6. Puskesma s adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang 
melaksana kan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya 
Kesehatan Masyarakat di Wilayah kerja tertentu. 

7 . Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi 
pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, konsultasi medis , 
perawatan, serta pemakaian fasilitas/ sarana kesehatan yang diberikan 
Unit Pelak sanaTeknis (UPT) pada Dinas Kesehatan. 

8 . Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian izin 
tertentu yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum 
atau Puskesmas. 

9. Rawat ln ap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, 
pengobatan , rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dalam 
menempa ti tempat tidur di ruang rawat inap di puskesmas rawat inap. 

10. Rawat j a lan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 
penggunaan yang datang kepuskesmas atau jaringannya untuk 
keperluan observasi, penegak diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis 
dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal. 

11. Pengobatan adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk 
menghentikan proses penyakit atau gejala-gejala yang dilakukan oleh 
tenaga kesehatan dengan cara dan keperluan tersebut. 

12. Tindakan medis adalah operasi anestesi, tindakan pengobatan dengan 
menggun akan alat dantindakan diagnosis khusus. 
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13. Tindakan medis persalinan adalah tindakan medis kepada pasien tanpa 
pembedahan dalam memberikan pertolongan secara spontan pervagina. 

14. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalanjjasa yang diberikan atas 
pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka 
pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis, 
konsultasi medis , dan perawatan serta pelayanan kesehatan lainnya. 

15. Mobil ambulan adalah sarana transport roda empat yang disiapkan 
puskesmas digunakan dalam rangka rujukan pasien dari puskesmas ke 
puskesmas atau dari puskesmas ke rumah sakit rujukan. 

16. Pasien ada lah setiap orang yang datang kesarana pelayanan kesehatan 
untuk diperiksa, berobat atau dirawat. 

17. Kegiatan Manajemen adalah suatu proses kegiatan administrasi 
pengelolaa n suatu program/kegiatan yang bertujuan untuk mendukung 
kelancaran suatu kegiatan. 

18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

19. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan 
agar mem peroleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang 
yang telah membayar iuran. 

20. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah masyarakat terdaftar di 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan membayar 
iuran/ premi. 

21. Kapitasi adalah sistem pembayaran di muka yang dibayarkan BPJS 
Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di 
FKTP. 

BAB II 
PEMBER! PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 2 

(1) FKTP waj ib memberikan pelayanan Program Jaminan Kesehatan 
Nasional kepada peserta JKN yang telah terdaftar di FKTP sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

(2) Kompensasi berupa pembayaran dana kapitasi setiap bulan dapat 
berubah sesuai dengan ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan 
dan jumlah peserta. 

(3) Pemberi Pelayanan Kesehatan tidak diperkenankan memungut biaya 
tambahan kepada peserta JKN. 
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BAB III 
JENIS PELAYANAN 

Pasal 3 

Jenis pelayanan yang diberikan adalah: 

a. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 

b. pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 

c. pelaya n a n rujukan ambulan; 

d . pelayanan kehamilan; 

e. pelayanan persalinan; 

f. pelayanan nifas; 

g. pelayanan bayi baru lahir; 

h. pelayanan gawat darurat. 

1. pelayanan Laboratorium. 

BABIV 
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN 

Pasa14 

( 1) Peserta J KN berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP yang 
sudah ditentukan. 

(2) Peserta JKN dapat pindah ke FKTP lain den gan berkoordinasi ke pihak 
BPJS Kesehatan. 

(3) Pelayanan kesehatan yang d ilakukan di FKTP sesuai dengan Panduan 
Praktik Klinik (PPK) dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang 
berlaku. 

(4) Jenis penyakit yang dapat ditangani di FKTP mengacu kepada 
perjanjian yang telah disetujui. 

BABV 
MEKANISME KEUANGAN 

Pasal 5 

(1) Dana kapitasi merupakan dana yang diberikan oleh BPJS ke FKTP atas 
jumlah peserta yang telah terdaftar di masing-masing Puskesmas. 
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(2) Pembayaran secara klaim (non kapitasi) merupakan pembayaran yang 
dilakukan oleh BPJS Kesehatan ke FKTP atas sejumlah pelayanan 
kesehatan yang telah dilakukan dengan mengacu pada standar biaya 
yang telah ditentukan. 

(3) Dana klaim (non kapitasi) atas pelayanan kesehatan yang dibayarkan 
BPJS Kesehatan mekanismenya mengacu pada Peraturan Daerah yang 
berlaku mengenai retribusi. 

BABVI 
PEMANF AA TAN DANA KAPITASI JKN 

Pasal 6 

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan 
dimanfaatkan seluruhnya untuk: 

a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; 

b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

(2) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi 
untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a. 

(3) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap 
tahun den gan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan: 

a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; 

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai 
target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; 

c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. 

BAB VII 
JASA PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 7 

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimanfaatkan 
untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan 
dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. 

(2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan 
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Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap , yang ditetapkan sesum 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan 
tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
dengan m empertimbangkan variabel: 

a . j enis ketenagaan dan/ a tau jabatan; dan 

b. kehadiran. 

(4) Variabel jenis ketenagaan dan/ atau jabatan sebagaimana dimaksud 
pada aya t (3) huruf a, dinilai sebagai berikut: 

a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh); 

b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 
100 (seratus) ; 

c . tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan 
puluh ); 

d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh) ; 

e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga 
keseh atan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan 

f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh 
lima). 

(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas 
administratif, diberi n ilai sebagai berikut: 

a. tambah an nilai 100 (seratus) , untuk tenaga yang merangkap tugas 
sebagai kepala FKTP; 

b. tambah an nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap 
tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan 

c. tamba h an n ilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap 
tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab 
penatausahaan keuangan. 

(6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas 
sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan 
nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. 

(7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki 
masa kerja: 

a. 5 (lim a) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan 
nilai 5 (lima) ; 

b . 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi 
tambahan nilai 10 (sepuluh) ; 
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c . 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi 
tambahan nilai 15 (lima belas); 

d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) 
tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan 

e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua 
puluh lima). 

(8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
dinilai sebagai berikut: 

a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) pain per hari; dan 

b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi 
sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) pain. 

(9) Ketidakhadiran karena sakit dan/ atau penugasan kedinasan oleh 
pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap 
diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a. 

(10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga 
kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 

Persentase 
Kehadiran 

Keterangan: 

FORMULA PfRHITUNGAN PfMBAGIAN JASPfl DANA KAPITASI Dl FKTP PEMDA 

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan 

BAB VIII 
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 8 

Jumlah Dana 
Jasa Pelayanan 

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b d imanfaatkan untuk: 

a . biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan 

b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
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a. belanja barang operasional, terdiri atas: 

1. pelayanan kesehatan dalam gedung; 

2 . pelayanan kesehatan luar gedung; 

3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling; 

4. bahan cetak atau alat tulis kantor; 

5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 

6. peningkatan kapasitas sumber daya man usia kesehatan; dan/ a tau 

7. pemeliharaan sarana dan prasarana. 

b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan 
pengadaan barangjjasa yang terkait dengan dukungan biaya 
operasiona l pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah 
dan pemerintah daerah. 

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman 
pada formularium nasional. 

(6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak 
tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) , dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat 
herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan 
Kepala Dinas Kesehatan . 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk 
biaya oba t , alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya 
operasiona l pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahka n dari Peraturan Bupati ini. 

BABIX 
PEMANF AA TAN SISA DANA KAPITASI 

Pasal 9 

(1) Pendapata n Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada 
tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk 
tahun anggaran berikutnya. 
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(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berasal da ri dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 
maka pem anfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya 
operasiona l pelayanan kesehatan. 

(3) Dalam h al sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya 
hanya dapat d igunakan untuk jasa pelayanan. 

Pasal10 

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
harus dimasu kkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi 
JKN yang dia nggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Da erah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-un dangan. 

BABX 
ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 11 

Kelengkapan admin istrasi pertanggungjawaban keuangan dana Kapitasi 
JKN, baik jasa pelayanan kesehatan maupun dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan mengacu pada tata cara pertanggungjawaban 
keuangan kegiatan yang didanai melalui APBD. 

BABXI 
PENGANGGARAN 

Pasal 12 

(1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi 
JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. 

(2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN 
tersebut pada ayat (1), Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan, yang 
memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja 
dana kapitasi JKN. 

(3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok 
Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek 
Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada 
masing-ma sing FKTP sesuai kode rekening berkenaan. 
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(4) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok 
Belanja La ngsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian 
obyek bela nja sesuai kode rekening berkenaan. 

(5) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) 
dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang 
APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XII 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 13 

Tata cara pen catatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan 
belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut: 

1. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada 
buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP 
dengan m elampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah 
paling lam bat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh 
Kepala FKTP. 

2. berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (1), Bendahara Dana Kapitasi 
JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, 
selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan 
melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap 
bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 
10 bulan berikutnya dan ditembuskan ke DPPKAD. 

3. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP 
tersebut pada angka 2 , Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan 
Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP 
setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan 
Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD. 

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD 
selaku BUD melak1.1kan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP 
sesuai SP2B FKTP tersebut pada ayat (3), dengan mempedomani 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIII 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 14 

Berdasarkan SP2B FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan 
realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN 
serta menyaj ikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang 
akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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sesuai denga n ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan keuangan daerah. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa115 

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan 
Kesehatan Na s ional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bu pati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ba langan. 

Diundangkan di Paringin 
Pada tanggal 3 Januari 2017 

Ditetapkan di Paringin 
padatanggal 3 Januari 2017 

Salinan sesuai dengan aslinya 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOM OR 3 



LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI BALANGAN 
NOM OR 3 TAHUN 2017 
TENTANG 
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PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH PROGRAM JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BALANGAN 

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI 

A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 

1. Belanja Obat 
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk 
pelaya n an kesehatan kepada semua pas1en yang mendapatkan 
pelayan an kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik 
Pemerintah Daerah. 
Contoh belanja: 
Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, 
Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), 
Captop r il (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab) , 
Lidokain, dan lain-lain. 

2 . Belanja Alat Kesehatan 
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk 
pelayan an kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan 
laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. 
Contoh belanja: 
Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, 
gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan 
lain-lain. 

3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis 
pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis 
dan lab oratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. 
Contoh belanj a: 
Kasa pembalutjperban, reagen, dan lain-lain. 

4 . Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung 
Lingku p pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua 
pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, 
preven tif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. 
Contoh belanja: 
Konsum si untuk penyuluhan / sosialisasi, transport (bagi peserta 
pertem uan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi 
rapat, biaya petugas piketjjaga (honor lembur + uang makan), dan 
lain-lain. 

5. Pelaya n an Kesehatan Luar Gedung 
Lingku p Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan 
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yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, 
serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan 
program JKN, 
Contoh belanja: 
Uang t ransport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, 
konsum si penyuluhan/ sosialisasi, transport dan honor narasumber 
pada pen~_luhan/ sosialisasi dan lain-lain. 

6. Operas ional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling 
Ruang Lingkup belanja 1m adalah untuk operasional dan 
pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu 
siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan 
keseha tan. 
Contoh belanja: 
Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku 
cadang pusling, serv1ce berkala dan pemeliharaan kendaraan 
puskesmas keliling, dan lain-lain. 

7. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor 
Lingku p untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan 
a lat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah 
dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
Contoh belanja: 
Cetak f amily folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta 
printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain. 

8. Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi 
Ruang Lingkup belanja m1 adalah untuk kegiatan administrasi, 
koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam 
pelaksa naan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan 
Nasion al (JKN) . 
Contoh belanja : 
Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan 
penerimabarang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan 
software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, 
langgan an internet, LCD , dan lain-lain . 

9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Ruang Lingkup belanja m1 adalah dalam rangka meningkatkan 
kemam puanjpeningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik 
pemerintah daerah. 
Contoh belanja: 
Transport, uang harian, biaya pengmapan, biaya paket 
pelatih anjkursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain. 
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1 0. Pemeliharaan Saran a dan Prasarana 
Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan 
prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan 
pelayan an kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk 
peserta JKN. 
Contoh belanja: 
Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam 
lampu,pengecetan FKTP, perbaikan saluran air jwastafel, biaya 
tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan 
AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, 
dan lain -lain. 

B. BELANJA MODAL 

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan 
Pelaya n an Kesehatan 
Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan 
prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan maupun 
tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik 
pemerintah daerah pemerintah daerah. 
Contoh belanja: 
Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari 
ars1p, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, 
pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain . 

Salinan sesuai dengan aslinya 
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